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ABSTRAK 
Muhammad Zein Nur ( B 111 08 446) “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer” (Studi Kasus 
Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Wtp). Dibimbing oleh Bapak H.M.Imran 
Arief selaku pembimbing I, dan Ibu Hj.Haeranah selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk 
mengetahui penerapan hukum materil dalam tindak pidana penggelapan 
yang dilakukan oleh tenaga kerja honorer, dan yang kedua, untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku. 
 
Penelitian dilaksanakan di Watampone, yaitu di Pengadilan Negeri 
Watampone, dengan metode penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. 
 
Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut, (1). dalam Putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Wtp, Jaksa Penuntut 
Umum menggunakan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 
KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP. diantara unsur-unsur Pasal 
yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap 
terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHP. Dimana, 
antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Namun 
menurut penulis jaksa sebaiknya dalam kasus ini menerapkan  pasal 3 UU 
No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam 
dakwaannya sehingga  menurut pendapat dan analisis Penulis penerapan 
hukum materiil dalam kasus tersebut kurang tepat. (2) dalam Putusan No. 
83/Pid.B./2012/PN.Wtp Proses pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan 
hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, 
yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini 
Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai 
bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya terdakwa sadar bahwa perbuatannya adalah tindak pidana, 
pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat 
dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan 
hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana 
 
Kata Kunci: Penggelapan, Honorer, Korupsi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang 
kompleks  pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga 
komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran 
seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 
pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan 
penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-
kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, 
tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam 
keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan 
dan atau pelanggaran  dirumuskan dalam  undang-undang lantaran 
perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai 
perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan 
menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan 
disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang 
melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang 
telah memberikan perlindungan hukum  atas kepentingan-kepentingan 
hukum tersebut. 
Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum 
pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan 
masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban 
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umum.Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan 
kebutuhan.Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang 
lain tidak saling berlainan,tetapi terkadang saling bertentangan.Dalam 
rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini,manusia 
bersikan dan berbuat.Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan 
kepentingan dan hak orang lain,hukum memberikan rambu-rambu 
berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-
bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan 
memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada 
setiap jenis hukum,termasuk dalamnya hukum pidana.Oleh karena 
itu,fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana. 
Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan 
zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari 
perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup 
kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih 
pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. 
Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai 
pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi 
keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas 
pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu 
bentuk kerugian yang  dialami dari seseorang yang menjadi korban 
dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh 
karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka 
KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
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terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan  
yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. 
Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta 
kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal 
dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan 
yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. 
Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam pasal 372 
(penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 dan 
pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan pasal 376 
(penggelapan dalam keluarga). Pasal 374 KUHpidana (penggelapan 
dengan pemberatan) merupakan pasal yang didakwakan oleh 
penuntut umum dalam kasus yang saya angkat dalam judul ini 
dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh tenaga kerja 
honorer yang memiliki  hubungan kerja dengan instansi pemerintahan 
tempat pelaku bekerja sehingga pelaku didakwakan penggelapan 
dengan pemberatan.  Selain dari pasal 374 KUHPidana mengenai 
penggelapan dengan pemberatan karena adanya hubungan kerja,  
juga terdapat pemberatan dalam pasal 52 KUHPidana karena 
kualifikasi seorang pelaku tindak pidana sebagai pegawai negeri dalam 
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
jabatannya atau menggunakan kesempatan, kekuasaan atau sarana 
yang diperoleh dari jabatannya yang ancaman pidananya dapat 
ditambah sepertiga.  Selain yang terdapat dalam pasal 372 sampai 
pasal 376 KUHPidana mengenai penggelapan juga terdapat peraturan 
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dalam KUHPidana yang mengatur mengenai penggelapan dengan 
syarat kualifikasi pelaku adalah pegawai negeri. Peraturan itu 
digolongkan dalam bab XXVIII KUHPidana sebagai kejahatan jabatan 
dalam pasal 415 KUHPidana. Ada beberapa pengertian pegawai 
negeri yang dijelaskan dalam UU diantaranya yang termuat dalam 
pasal 92 KUHPidana, kemudian juga terdapat dalam UU No.31 tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan 
pengertian pegawai negeri yang lebih luas lagi yaitu dalam pasal 1 
ayat 2 yang merumuskan bahwa pegawai Negeri adalah meliputi : 
         a. pegawai negeri sebagaimana undang-undang Kepegawaian 
 b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum  Pidana; 
         c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
         d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima  bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
         e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang  
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau 
masyarakat. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi 
yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang 
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Dilakukan Honorer (Studi Kasus Putusan 
No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp) 
A. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam Penulisan ini tidak melebar, maka 
Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap kasus 
penggelapan yang dilakukan oleh tenaga kerja honorer dalam 
putusan perkara pidana No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus pengegelapan 
yang dilakukan oleh tenaga kerja honorer dalam putusan 
perkara pidana No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana teradap kasus 
penggelapan yang dilakukan tenaga kerja honorer, apakah 
sesuai dengan pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus 
penggelapan yang dilakukan tenaga kerja honorer? 
 
C. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
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1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak 
pidana penggelapan yang dilakukan tenaga kerja honorer. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan 
pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan 
hukum terhadap tindak pidana penggelapan.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak 
pidana dikenal dengan istilah Delict, yang artinya suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam 
bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit, 
yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf 
diartikan sebagai pidana dan hukum, baar  diartikan sebagai dapat 
atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah 
strafbaafeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 
yang dapat dihukum.Dari pengertian tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, 
perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. 
Menurut Adami Chazawi (2008:67-68) bahwa Di Indonesia 
sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah Strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan 
baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari 
literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa 
pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
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perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan 
pidana. 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, 
membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri 
dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya 
ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan 
defenisi tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan 
pidana.Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, 
dimana disetrai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang 
melanggar larangan tersebut”. 
Jonkers (Bambang Poernomo, 1992:91) memberikan defenisi 
tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Defenisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 
Undang-undang. 
2. Defenisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  
sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu ; 
1. Perbuatan melawan hukum 
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2. Dengan sengaja 
3. Dapat dipertanggungjawabkan 
4. Diancam pidana.  
Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1992:91) dalam 
memberikan defenisi tentang strafbaarfeit juga membagi atas 2 
pengertian, yaitu : 
1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit 
sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dilarang. 
Defenisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman 
bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma 
ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar 
tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. 
Menurut defenisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum 
maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan 
hukum dan  unsur kesalahan (schuld) baik dengan sengaja 
maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut hukum positif, 
perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung 
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unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam 
perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban 
atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang 
melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk 
bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang 
dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum. 
Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons 
(P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang  oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
Alasan dari Simons, apa sebabnya strafbaarfeit itu harus 
dirumuskan seperti di atas adalah karena : 
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit  itu disyaratkan bahwa di 
situ harus terdapat sutu tindakan yang dilarang ataupun 
yang diwajidkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum; 
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 
yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan 
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c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau 
merupakan suatu onrechtmatige handeling. 
Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186)     
mengatakan sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di 
atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan 
tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari 
undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan 
merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang 
tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. 
Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfei, Penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa 
istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi 
masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. 
 
2.  Unsur-unsur Tindak Pidana 
Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia 
seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak 
ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap pasal uu tersebut 
hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan 
bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. 
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Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan 
yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) berpendapat bahwa: 
Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur 
pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa 
unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut 
umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan 
negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut 
secara expressis verbis (tegas) di dalam undang-undang itu 
saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-
unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-
undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur 
melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam 
undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang 
tidak perIu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak 
perlu dibuktikan. 
 
Unsur diam-diam perIu diterima sebagai asumsi, bahwa 
pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan 
unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah 
kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena 
menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. 
Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum 
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materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena 
itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. 
Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi 
Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun 
unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada 
umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu: 
a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif; 
b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang 
dirumuskan secara materil);  
c. MeIawan hukum formil yang berkaitan dengan asas 
legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) 
dan; 
d. Tidak adanya dasar pembenar. 
 
Rusli Effendy, (1986:47) yang memakai istilah perbuatan 
pidana dalam menerjemahkan strafbaarfeit, merumuskan 
perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan 
unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Perbuatan dilarang 
2. Diancam pidana 
3. Melanggar larangan. 
Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan 
unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.  
Menurut Tongat, (2009:105), menjelaskan bahwa terjadinya 
tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut : 
14 
1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). 
Dengan handeling dimaksudkan tidak saja perbuatan 
akan tetapi  melalaaikan atau tidak berbuat, 
seseorang yang tidak berbuat atau  melalaikan dapat 
dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan 
 pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau 
keharusan   hukum bagi seseorang untuk berbuat 
dapat dirinci dalam tiga hal : 
a. Undang-undang (de wet) 
Undang-undang mengharuskan seseorang untuk 
berbuat, maka undang-undang merupakan sumber 
kewajiban hukum. 
b. Dari jabatan  
Keharusan yang melekat pada jabatan 
c. Dari perjanjian 
Keharusan dalam melaksanakan perjanjian. 
2) Diancam pidana. 
3) Melawan hukum 
4) Dilakukan dengan kesalahan 
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan 
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Menurut C,S.T Kansil (2007: 39), menambahkan : 
Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van 
Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, 
hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan 
tersebut harus pula patut dipidana oleh uu (Een Strafbaar 
Feit is een door de wet straftbaar gesteld feit), jadi menurut 
beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). 
2) Diancam pidana. 
3) Melawan hukum 
4) Dilakukan dengan kesalahan 
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
6) perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh 
undang-undang 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno (1983: 65) bahwa : 
Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan 
yang menimbulkan suatu akibat dan perbuata tersebut 
memenuhi unsure melawan hukum yang subjektif dan 
objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dima 
ksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk 
melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, 
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sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya 
bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat. 
C. S. T Kansil, dan Christine S.T Kansil, (2007:37) 
mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang 
mengandung 5 unsur, yakni: 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang 
(wettelijke omschrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak; 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman. 
Andi Zainal Abidin Farid (1995: 171-179) menuliskan unsur 
delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme 
sebagai berikut: 
Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur 
perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran 
dualisme yaitu:  
a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil); 
b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif; 
c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana 
d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan 
e. Tak adanya alsan pembenar. 
Adami Chazawi (2002:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya 
disingkat KUHPidana), dapat diketahui adanyan 11 unsur tindak 
pidana, yaitu; 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
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d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
3.  Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat 
terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu 
pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua 
macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel Onrecht” dan 
“Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan hukum 
yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “Rechtsorde” 
atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas daripada sekedar 
“kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police Onrecht” adalah setiap 
tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah 
bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di 
dalam masyarakat”. 
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Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum 
pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang 
mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang  pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya 
menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya 
tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan 
Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan 
hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan 
perundang-undangan. 
Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal pembagian 
jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia 
hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 
pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat 
dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan 
dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan 
delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya 
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akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai 
pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari 
perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa 
seseorang. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan 
dengan unsur-unsur kesengajaan. 
Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 
dalam tiga bentuk yaitu : 
a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), 
b. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn), 
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet bij 
mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og 
dolus eventualis). 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-
benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, 
sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap 
ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk 
mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi 
pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 
tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan 
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adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada 
akhirnya betul-betul terjadi. 
Sementara itu, Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak 
pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan 
dalam melakukan perbuatan tersebut. 
Van Hamel (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:159) membagi 
culpa atas dua jenis : 
a. Kurang melihat kedepan yang perlu 
b. Kurang hati-hati yang perlu. 
Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan 
secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang 
akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol 
karena mengira tidak ada isinya, padahal ada. 
Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan 
tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian 
terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan 
kewajiban yang diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan 
larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan 
menurut hukum pidana. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang 
dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.Sementara Klacht 
delicten adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, 
penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. 
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Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 bagian, yaitu 
absolute klachtdelicten dan relative klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya 
dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu 
hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. 
Sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam 
keluarga.Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus 
menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum 
dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah 
disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan 
dirinya.Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain 
yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak 
dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan 
pengaduan, dalam UU juga diatur masalah jangka waktu seseorang 
dapat melakukan pengaduan.Jangka waktu tersebut diatur dalam 
Pasal 74 ayat (1) KUHPidana 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHPidana tersebut adalah 
enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan 
pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan 
apabila bertempat tinggal di luar Indonesia.Jangka waktu tersebut 
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terhitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya 
sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya. 
d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat 
sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. 
Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya 
adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara 
delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang 
yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi 
panggilan sebagai saksi. 
Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih 
ada beberapa jenis tindak pidana yang lain. 
B. Penggelapan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan   
Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak 
pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak 
pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya 
termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki 
barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi 
tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:  
Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki 
barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah 
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kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah.  
Lamintang ( Tongat, 57 : 2006 ) mengemukakan penjelasannya 
mengenai tindak pidana penggelapan yaitu : 
Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV 
KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana 
penyalahgunaan hak”atau “penyalahgunaan kepercayaan”. 
Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV 
KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak”atau 
“penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan 
tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang 
untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang 
dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. 
 
Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal telaah 
pengertian tentang penggelapan ini, bahwa : 
Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan 
karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang 
sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan 
barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi 
kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu 
menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara 
melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 
“pengelapan”.  
Kemudian, Adami Chazawi (70:2006) menambahkan 
penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP 
yang dikemukakan sebagai berikut : 
Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita 
diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi 
masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), 
bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai 
membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih 
mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan 
haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), 
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hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai 
seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda 
tersebut bukan karena kejahatan. 
 
Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata 
penggelapan dapat kita lihat  juga C. S. T. Kansil dan Christine S. 
T. Kansil  (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap 
sebagai berikut :   
Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki 
barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang 
lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun 
telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 
KUHP yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau 
“penggelapan”.  
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan  
Menurut Tongat (2006:71) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 
372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai 
unsur sebagai berikut: 
a.Unsur-unsur objektif yang terdiri dari: 
 1.Mengaku sebagai milik sendiri 
 2.Sesuatu barang 
 3.Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain 
 4.Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan 
b.Unsur Subjektif 
 1.Unsur Kesengajaan  
 2.Unsur Melawan Hukum 
Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah: 
a. Unsur Objektif 
1.Mengaku Sebagai Milik Sendiri 
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Adami Chazawi (72:2006) menerangkan bahwa perbuatan 
memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-
olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan 
demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki 
atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia 
melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan 
perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak 
pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang 
berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” 
sekalipun dengan pengertian yang sama.  
Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik 
sendiri (menguasai)” , Tongat (59:2006) menyebutkan  :  
Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini 
merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana 
“penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. 
Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan 
tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur 
tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang 
dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu 
hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud 
untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu 
terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.Sementara 
dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” 
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena 
perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, 
maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” 
tersebut belum selesai.  
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak 
pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai”  
itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut 
telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.  
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2.Sesuatu Barang 
Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam 
kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak 
mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat 
kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya 
dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya 
berwujud, dan atau bergerak.  
Menurut Adami Chazawi (77:2006), dalam penjelasannya 
mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : 
Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya 
sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat 
dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila 
ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia 
dapat melakukannya secara langsung tanpa harus 
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya 
terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, 
dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak 
berwujud dan tetap. 
 
3.Seluruhnya atau sebagian milik orang lain  
Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil 
haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun 
sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana 
dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak 
ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. 
Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak 
dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara 
27 
keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian 
yang dimiliki oleh orang lain. 
4.Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan 
Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari 
menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk 
sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini 
termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan 
tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu 
terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, 
maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam 
penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku 
sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada 
pada pelaku. 
Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai 
bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini 
merupakan pembeda dengan pidana pencurian. 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada 
dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. 
Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian 
sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. 
Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan 
karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian 
orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya 
itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara 
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melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan 
penggelapan. 
Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada 
menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara 
nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat 
pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan 
menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang 
secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. 
Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak 
langsung dikuasai   Prof.Van Bemmelen dan Prof.Van Hattum 
(.P.A.F. Lamintang, 131:2009) mengatakan: 
“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu 
bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut 
secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan 
sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang 
mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. 
Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat 
menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan 
benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan 
orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu 
penggelapan”. 
B.Unsur Subjektif 
1.Unsur Kesengajaan 
Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam 
penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) 
terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan 
kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan 
mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan 
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kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana 
seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada 
apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan 
atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta 
menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat 
yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan 
dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua 
unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh 
unsur kesengajaan itu. 
Adami Chazawi (83:2006) mengklasifikasikan kesengajaan 
pelaku dalam penggelapan berarti : 
1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki 
benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya 
itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu 
perbuatan yang bertentengan dengan kewajiban 
hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain; 
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu 
menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki; 
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan 
perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, 
yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain 
sebagaian atau seluruhnya. 
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik 
orang lain berada dalam kekuasaannya bukun karena 
kejahatan. 
Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang 
ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh 
karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang 
yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk 
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melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak 
memerlukan tindakan lain. 
2.Unsur melawan hukum 
Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan 
unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan 
lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk 
diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada 
unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan 
diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan 
pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah : 
a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan 
adalah mengenai perbuatan memiliki, sedankan pada  
pencurian adalah perbuatan  mengambil. Pada pencurian 
ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada 
penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, 
berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan 
disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan 
memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan 
mengambil, bukan pada unsur memiliki. 
b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan 
pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada 
ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan 
mengambil, berarti benda tersebut berada dalam 
kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). 
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Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada 
dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang 
sesuai dengan hukum. 
3.Bentuk  Tindak Pidana Penggelapan 
Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas 
beberapa bentuk, yaitu: 
a.Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok 
b.Penggelapan ringan 
c.Pengelapan dengan pemberatan; dan 
d.Penggelapan dalam keluarga 
a.Penggelapan Biasa  
Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan 
penggelapan pada pokoknya yaitu,  penggelapan yang 
ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUHPidana  yang 
menyebutkan bahwa : 
Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki 
barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya 
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, 
dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak sembilan ratus rupiah. 
 
Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHPidana tersebut diatas 
dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut : 
1.Unsur objektif :  
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a. Perbuatan memiliki; 
b. Sebuah benda/ barang;  
c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan  
d. Benda berada dalam kekuasannya bukan karena 
kejahatan. 
2.Unsur subjektif : 
a. Kesengajaan; dan 
b. Melawan hukum, 
Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan 
biasa, Adami Chazawi (73:2006) menerangkan : 
Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap 
suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, 
perbuatan  mana bertentangan dengan sifat dari hak yang 
ada padanya atas  benda tersebut. Perlu diperhatikan 
bahwa hal tersebut tidak dapat  berlaku umum, dalam 
beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat  diterapkan, 
satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya 
keadilan. 
 
Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek 
penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan 
atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang 
dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut 
ketentuan pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari 
penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tenang arti 
harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan 
menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa 
33 
juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang 
dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan. 
b.Penggelapan Ringan (geepriviligeerde verduistering) 
Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 
373 KUHPidana Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana 
penggelapan dirumuskan sebagai berikut :  
apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai 
penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga 
bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh 
rupiah. 
Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang 
(133:2009) menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan 
ringan sebagai berikut : 
Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana 
penggelapan yang diatur dalam pasal 373 KUHPidana ialah, 
karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan 
tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak 
lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. 
Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai 
unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini 
adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana  
ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sengat  berharga 
bagi masyarakat Indonesia.  
Kemudian Adami Chazawi (94:2006) menerangkan bahwa 
penggelapan yang dimaksud pada pasal 373 KUHPidana menjadi 
ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih 
dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak 
mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak 
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lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. 
Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu. 
c.Penggelapan Dengan Pemberatan (geequalificeerde 
verduistering) 
Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 
dan pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana 
yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini 
adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok 
oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman 
pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa 
hukum adalah      penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih 
jelasnya, mari kita lihat penjabaran pasal 374 dan pasal 375 
KUHPidana sebagai berikut : 
Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 
KUHPidana dengan rumusan sebagai berikuti : 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada 
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena 
mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur  
“hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan 
yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan 
maupun secara tertulis.  Dengan hubungan kerja tidak 
dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi 
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Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga 
yang terjadi secara perorangan.  
Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 
KUHPidana yang menyatakan: 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 
terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan 
oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, 
pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang 
sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan 
pidana penjara paling lama enam tahun. 
 
Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 375 
KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-
orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari 
hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.  
d.Penggelapan Dalam Keluarga 
Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan 
pasal 376 KUHPidana. yang  secara tegas dinyatakan : “Ketentuan 
dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan 
pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke 
dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan 
yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam 
lingkungan keluarga. 
Berdasarkan ketentuan pasal 376 KUHPidana, Tongat (68: 
2006) mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan 
dalam keluarga sebagai berikut : 
1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau 
membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap 
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harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-
istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga 
tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap 
pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau 
membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap 
harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara 
mereka sudah  terpisah harta kekayaan atau  tidak 
terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang 
melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah 
atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping 
sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya 
dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari 
yang dirugikan. 
 
Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan pasal 376 
KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik 
aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang 
menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada 
pihak yang berwenang. 
C.  Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Untuk  Memberikan  penjelasan  tentang  arti  “pidana”  para 
ahli hukum memberikan banyak rumusan pidana antara lain 
Menurut: 
Adami Chazawi (2001:24), mengartikan   
bahwa pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu 
penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara 
pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana.  
 
Hal ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan 
37 
Prof.Roeslan Saleh, S.H. (Bambang Waluyo,2008:9) : 
bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada 
pembuat delik. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum tersebut 
dengan teori hukum pidana/stafrecht-theorian berhubungan 
langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini 
mencari dan menerangkan tentang dasar hak negara dalam 
menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. 
Dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 
Tahun 1946). 
b. Pidana tambahan 
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
3. Pidana pengumuman keputusan hakim 
 
 
Teori Pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan 
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yaitu: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan 
2. Teori relative atau teori tujuan  
3. Teori gabungan 
1.Teori absolute 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
Pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat, penjatuhan pidana yang ada dasarnya penderitaan pada 
penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan 
terhadap orang lain. 
Akan tetapi, ternyata kata “vergelding” atau “pembalasan”” ini 
biasanya dipergunakan sebagai 
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 
dua arah yaitu : 
1. Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subyektif dari 
pembalasan). 
2.   Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan 
dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari 
pembalasan). 
2. Teori relative atau teori tujuan 
Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti 
dengan suatu pidana. Unuk ini, tidaklah cukup adanya suatu 
kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu 
pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah 
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saja dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan. 
Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya 
menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga 
dinamakan teori-teori “tujuan”. Tujuan ini pertama-tama harus 
diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang 
telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). 
Menurut Zevenbergen (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., 
2003:26) terdapat tiga macam “memperbaiki si penjahat” ini, yaitu 
perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam yaitu : 
1. Pencegahan umum. 
2. Pencegahan khusus. 
3. Teori Gabungan atau Campuran 
Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas Pembalasan 
dan asas Pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua 
alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 
gabungannya dapat dibedakan yaitu sebagai berikut : 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan 
cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. 
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Menurut Simons (Adami Chazawi:2001:167): 
Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar 
sekundernya adalah pencegahan khusus, pidana terutama 
ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada 
ancaman pidananya dalam undang-undang. 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Pertimbangan Hukum 
 Dasar Pemberatan Pidana Umum 
a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 
KUHPidana  yang rumusan lengkapnya adalah bilamana seseorang 
pejabat karena  melakukan pidana melanggar sesuatu kewajiban  
khusus dari  jabatannya,atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 
kepada jabatannya, pidananya ditambah sepertiga. 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHPidana 
ini  adalah terletak pada keadaaan jabatan dari kualitas si pembuat 
(pejabat atau pegawai negeri), 4(empat) hal dalam melakukan 
tindak pidana dengan: 
1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatanya. 
2. Memakai kekuasaan jabatannya. 
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya. 
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena 
jabatannya. 
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Jadi pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 KUHPidana ini  
berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada  
kejahatan dan pelanggaran jabatan. Walaupun subjek tindak 
pidanaPasal  52 KUHPidana dengan subjek hukum kejahatan 
pelanggaran jabatan adalah sama yakni pegawai negeri tetapi ada 
perbedaan antara tindak  pidana dengan memperberat atas dasar 
Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan. 
 Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan  
Pasal 52 KUHPidana pada dasarnya menggunakan Pasal 52  
KUHPidana pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan oleh setiap orang. 
 Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggar  
jabatan hanyalah dapat dilakukan dan pelanggaran jabatan 
hanyalah dapat dilakukan oleh subjek hukum yang berkualitas 
pegawai negeri saja. 
 
 
b. Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana 
bendera Kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana  
karena bendera  dirumuskan dalam Pasal 52 a KUHPidana dengan 
rumusan: Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut ditambah sepertiga. 
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Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHPidana berdasarkan 
Undang–Undang  No. 73 Tahun 1958. Alasan pemberatan pidana 
yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan Republik 
Indonesia,dari sudut objektif dapat mengelabui orang–orang dapat 
menimbulkan kesan seolah–olah apa yang dilakukan sipembuat itu  
adalah  sesuatu  perbuatan  yang resmi, sehingga oleh karenanya 
dapat memperlancar atau mempermudah  si pembuat dalam 
usahanya melakukan kejahatan. 
Dalam Pasal 52 a KUHPidana ini tidak ditentukan tentang  
bagaimana caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan 
pada  waktu melakukan kejahatanitu, oleh sebab itu dapat dengan 
menggunakan cara apapun, yang penting kejahatan itu terwujud. 
Oleh karena itu dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara 
tegaspenggunaan  bendera  kebangsaan  adalah waktu melakukan 
kejahatan, maka disana tidak berlaku pada pelanggaran. Disini 
berlakupada  kejahatan manapun,  termasuk kejahatan menurut 
Undang–Undang diluar KUHPidana. 
c. Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan(Recidive) 
Ada  2  arti  pengulangan,  yaitu  pengulangan,  yang  satu 
menurut  masyarakat (sosial) dan yang lain dalam arti hukum 
pidana. Yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap 
orang yang setelah pidana,  menjalaninya yang kemudian 
melakukan tindak pidana lagi, disina ada pengulangan, tanpa 
memperlihatkan syarat–syarat lainnya. Tetapi  pengulangan  dalam  
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arti  pidana,  yang merupakan  dasar  pemberat  pidana  ini,  tidak  
cukup hanya  melihat  berulangnya  melakukan  tindak  
pidana,tetapi dikaitkan pada syarat–syarat tertentu yang ditetapkan 
Undang–Undang. 
Undang–Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan  
umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan 
berlaku  untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai 
pengulangan ini KUHPidana kita mengatur sebagai berikut: 
1. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokan tindak–tindak 
pidana tertentu dengan syarat–syarat tertentu yang dapat terjadi  
pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak 
pidana–tindak  pidana  tertentu  yang  disebutkandalam  Pasal 
486, 487, 488 KUHPidana. 
2. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 368, 387 dan 388 itu,  
KUHPidana juga menentukan beberpa tindak pidana khusus 
tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 
ayat (3), 487 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (3). 
 Dasar Pemberatan Pidana Khusus 
Maksud diperberatnya pidana dasar pemberat pidana khusus 
ini  adalah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas 
ancaman  maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal 
sebab  diperberatnya manadicantumkan secara tegas dalam dan 
mengenai  tindak pidana tertentu  tersebut. Disebut dasar pemberat 
khusus karena  hanya berlaku pada tindak pidana tertentu 
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yangdicantumkannya  alasan  pemberatan itu saja, dan tidak 
berlaku pada tindak pidana lain. 
Dilihat dari berat ringannya ancaman pidana pada tindak pidana  
tertentu yang sama atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan 
dalam tindak pidana dalam bentuk pokok (bentuk standar),  bentuk  
yang  lebih  berat (gequalificeerde) dan bentuk yang lebih ringan 
(gepprivilegerde).  Pada Pasal mengenai tindak pidana dalam 
bentuk pokok dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur–
unsurnya (kecuali seperti Pasal 351,  penganiayaan), artinya 
rumusan  dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari 
(kualifikasi) jenis pidana itu, yang ancaman pidananya berada  di 
antara bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan. 
Mencantumkan/meletakkan unsur pemberat khusus daribentuk  
pokok suatu jenis tindak pidana, ternyata dilakukandengan 3 (tiga) 
macam cara : 
a. Dengan mencantumkan dalam satu Pasal dari rumusan bentuk  
pokoknya, tetapi pada ayat yang berbeda. Misalnya pada  
penganiayan (Pasal 351 KUHPidana), bentuk pokonya  
dirumuskan pada ayat (1), unsur pemberatnya mengenai akibat  
luka berat dan kematian dirumuskan pada ayat (2 dan 3). 
b. Dengan mencantumkan pada Pasal diluar Pasal yang laindari  
rumusan  bentuk  pokoknya,  penggelapan  yang dilakukan  oleh  
orang uang mengusai benda karena: hubungan kerja,  
pencarian atau karena mendapat upah khusus untuk itu  (Pasal 
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374 KUHPidana) atau yang dilakukan oleh orang yang karena  
dititipkan  dengan  terpaksa, atau oleh wali, pengampu, wali, 
pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap benda yang  
dikuasainya (Pasal 375 KUHPidana) masuk dalam kelompok  
jenis/bab kejahatan penggelapan. 
c. Menyebutkan dasar pemberatan itu dalam Pasal lain diluar  
Pasal mengenai jenis tindak pidana yang sama, misalnya  pada  
dasar pemberatan pidana kejahatan pemeresan (Pasal 368 
KUHPidana) masuk  dalam Bab XXIII dengan menunjuk 
berlakunya dasar  pemberat  pada Pasal 365 ayat 2 dan 4 
(Pasal 368 ayat 2 KUHPidana) dalam Bab XXIII. 
2. Petimbangan Subjektif 
Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
Undang–Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 
pelaku(seorang atau beberapa orang). 
Dilihat dari unsur–unsur pidana ini, maka suatu perbuatanyang  
dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya 
dapat  dinyatakan sebagai  peristiwa  pidana. Syarat–syarat yang 
harusdipenuhi  sebagai suatu peristiwa pidanaadalah sebagai 
berikut: 
1. Harus ada perbuatan, maksudnya memang benar ada 
suatukegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang.Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu 
yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang 
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merupakan peristiwa. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam  
ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa  
hukumyang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada 
saat itu. Pelakunya benar–benar telah berbuat seperti yang  
terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang  
ditimbulkan dari perbuatan itu.  Berkenaan dengan  syarat  ini,  
hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak  
dapat dipersalahkan.. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan 
itu dapat disebabkan diakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang dalam melaksanakan tugas membela  diri  dari ancaman 
orang lain yang menggangu keselamatan dan dalam keadaan 
darurat. 
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat di 
pertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat 
dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum.  
4. Harus melawan dengan hukum, Artinya suatu perbuatanyang  
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya  
nyata–nyata bertentangan dengan aturan hukum. 
5. Harus tersedia ancaman hukumanya, maksudnya kalau  ada 
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam  suatu  perbuatan  tertentu, ketentuan itu  memuat sanksi  
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ancaman hukumnya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara  
tegas berupa maksimal hukumnya yang harus dilaksankan  oleh  
para pelakunya. Kalau didalam suatu ketentuan tidak dimuat  
ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam  
peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman 
tertentu. 
E.Tindak Pidana Korupsi 
1.Definisi Tindak Pidana Korupsi 
Definisi Tindak Pidana Korupsi dapat kita lihat dalam Pasal 3 
UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang 
dimaksud tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dengan 
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
2.Kelompok Delik Penggelapan sebagai extraordinary crime dalam UU 
No.31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang diadopsi dari KUHP 
Dalam UU PTPK  terdapat 3 pasal (pasal 8,9, dan 10) 
mengenai penggelapan yang diadopsi dari Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana yaitu dari pasal 415, 416, 417. Pasal 415 KUHP 
merupakan penggelapan jabatan yang bagian intinya ialah : 
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a. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu 
atau sementara menjalankan suatu jabatan umum 
b. Sengaja  
c. Menggelapkan uang atau surat berharga 
d. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan 
uang atau kertas berharga uang itu diambil atau 
digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai 
pembantu orang lain itu dalam hal itu 
Kalau kita menilik subjek delik pada perumusan ini, selain 
daripada pegawai negeri sebagai subjek delik, ada juga orang lain 
yang selalu atau sementara menjalankan jabatan umum. Hal ini 
telah dipaparkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan orang 
lain disitu ialah pejabat yang bukan pegawai negeri. Dengan 
demikian, subjek delik didalam pasal 415 KUHP (pasal 8 UU PTPK) 
ini sudah cukup luas karena meliputi orang yang bukan pegawai 
negeri tetapi pejabat. Mengenai unsur sengaja, telah ada 
yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa “lalai 
tidak menyelidiki lebih dahulu daftar yang akan ditandatangani 
dalam perkara ini tidak merupakan kesengajaan sedangkan 
kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana pidana 
penggelapan” (MA tanggal 4 februari 1976, No.58 K/Kr/1974). 
Kata “penggelapan” pada perumusan ini berarti sama 
maksudnya dengan penggelapan pada pasal 372 dan 374 KUHP, 
artinya pasal 415 KUHP ini merupakan bentuk khusus daripada 
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penggelapan. 
Jika diperhatikan dalam pasal 415 KUHP (pasal 8 UU PTPK) 
ini kerugian Negara tidaklah merupakan unsur delik penggelapan 
ini. Sangat berbeda jika kita melihat pasal 1 ayat 1 sub a dan sub b 
UU PTPK 1971, dimana disyaratkan sebagai unsur ialah kerugian 
Negara, walaupun tidak langsung sehingga yurisprudensi bernada 
sosiologis seperti social adequate, dimana dikatakan jika negara 
tidak rugi, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat 
untung, hilanglah sifat melawan hukum perbuatan itu sehingga 
tidak dapat diterapkan rumusan tersebut. Menurut .Andi Hamzah 
(2007:299) bahwa pertimbangan social adequate tidak dapat 
diterapkan dalam hal delik penggelapan pada pasal 415 KUHP 
(pasal 8 UU PTPK) tapi hanya pada delik yang berasal dari 
pembuat UU PTPK tahun 1971. 
Dalam pasal 415 KUHP (pasal 8 UU PTPK) itu juga tidak ada 
unsur bahwa uang yang digelapakan itu adalah milik Negara, 
hanya disebut disimpan karena jabatannya. Demikianlah sehingga 
Noyon mengatatakan: “asal ternyata bahwa uang atau kertas 
berharga uang itu bukanlah kepunyaan pegawai negeri itu “. 
Langemeijer yang mengerjakan buku Noyon tidak menyetujuinya, 
tetap Hoge Raad menyetujuinya (HR 29 November 1949, N.J.1950 
No.214) 
Pasal berikutnya, yaitu Pasal 416 dan Pasal 417 KUHP yang 
juga ditarik menjadi delik korupsi. Adapun bagian inti pasal 416 
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KUHP (Pasal 9 UU PTPK 1999 jo. UU PTPK 2001), yaitu  
1. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu 
atau sementara menjalankan suatu jabatan umum; 
2. Sengaja 
3. Dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau 
daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata usaha. 
Unsur yang pertama dan kedua sama dengan pasal 415 KUHP 
diatas tadi , yang berbeda ialah yang ketiga mengenai hal 
pemalsuan daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan tata 
usaha. 
Dengan demikian, pasal ini sangat penting artinya dalam 
rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
penanggungjawab proyek-proyek pembangunan dan keuangan 
pada khususnya, seperti prosedur dan administrasi rekanan, 
pertanggungjawaban keuangan yang rutin maupun proyek (DIP).  
Kemudian Pasal 417  (Pasal 10 UU PTPK 1999 jo. UU PTPK 
2001) yang bagian intinya yaitu : 
1. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu 
atau untuk sementara menjalankan jabatan umum 
2. Sengaja 
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang 
dipergunakan untuk menjadi tanda keyakinan atau bukti 
bagi kuasa yang berhak, surat keterangan, surat-surat 
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atau daftar; 
4. Yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan 
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, 
atau membuat sehingga tidak dapat dipakai barang, surat 
tersebut atau daftar itu, atau menolong sebagai 
pembantu orang lain itu dalam hal itu 
Terlihat jelas bahwa banyak persamaan unsur-unsur Pasal  
417 KUHP ini dengan Pasal 415 KUHP. Hal yang berbeda hanya 
unsur ketiga diatas, karena dibelakang kata “menggelapkan” ada 
alternative lain, yaitu menghancurkan atau merusakkan atau 
membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. Kemudian, yang 
menjadi objek delik  ialah barang yang dipergunakan menjadi tanda 
keyakinan atau bukti kuasa yang berhak, dan seterusnya, berbeda 
dengan unsur pada Pasal 415 yang menjadi objek delik ialah uang 
atau surat berharga   
F.Definisi Tenaga Kerja Honorer 
Di dalam UU No. No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU PUUPPK) tidak 
ditemukan mengenai definisi dari adanya tenaga kerja honorer, 
dalam UU PUUPPK hanya dikenal yang namanya pegawai tidak 
tetap selain pegawai honorer. Tenaga Kerja Honorer muncul 
sebaigai akibat dari adanya PP No.48 Tahun 2005 yang telah 
diubah dengan PP No.43 Tahun 2007  Tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer  Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Di dalam PP 
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No.43 Tahun 2005, tenaga kerja honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain 
dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada 
instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian 
       Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Watampone yaitu di Pengadilan Negeri 
Watampone,. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri 
Watampone disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap 
bersesuaian penuh dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
       Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Watampone 
yang menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah 
pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media 
elektonik dan media massa yang kami anggap relevan dengan 
masalah yang dibahas.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
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       Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data 
yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen 
penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara 
wawancara (interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisis Data 
       Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut 
dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap 
data verbal dan data angka secara deskriptif dengan 
menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan 
dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada 
konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang 
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digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan 
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 
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BAB IV  
PEMBAHASAN 
1. Penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan yang 
dilakukan oleh tenaga kerja honorer dalam putusan perkara pidana 
No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp 
A. Posisi Kasus 
ANDI ASNAYATI S.Pd sebagai terdakwa yang merupakan 
tenaga kerja honorer di Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten 
(DPK) Korpri Kabupaten Bone yang pada bulan september sampai 
dengan maret 2011 di beri tugas untuk menagih uang iuran Korpri 
dari bendahara unit yang ada di Kecamatan Mare, Kecamatan 
Salomekko, Kecamatan Tonra, Kecamatan Kajuara, Kecamatan 
Pattimpeng, Kecamatan Bontocani, Watampone, Pelabuhan Bajoe 
dan Pelabuhan Pattiro Bajo. Dari September 2006 sampai dengan 
maret 2011 uang iuran yang terkumpul dari masing-masing 
bendahara unit yang ANDI ASNAYATI S.Pd tagih yaitu sebesar Rp. 
112.562.550,- (Seratus dua belas juta lima ratus enam puluh dua 
ribu lima ratus lima puluh rupiah. Namun yang disetor ANDI 
ASNAYATI S.Pd Bendahara Korpri Kabupaten hanya Rp. 
57.663.600,- (Lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu 
enam ratus rupiah)  dengan cara mengganti kuitansi yang telah 
diterima dari Bendahara unit. 
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B.Dakwaan 
Kesatu : 
Bahwa terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH.JABIR 
dalam kurun waktu tertentu pada bulan September 2006 sampai 
dengan maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 
pada bulan September 2006 sampai dengan maret 2011 bertempat 
di Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tonra, 
Kecamatan Kajuara, Kecamatan Pattimpeng, Kecamatan 
Bontocani, Watampone, Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Pattiro 
Bajo atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, 
melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau 
jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan  di 
atas terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH 
JABIR yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri 
Kabupaten Bone. Dana yang terkumpul dari Bendahara 
Unit dari bulan September 2006 sampai dengan bulan 
Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 112.562.550,- (Seratus dua 
belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima 
puluh rupiah) tetapi yang disetorkan ke Bendahara 
Korpri Kabupaten hanya sebesar Rp. 57.663.600,- (Lima 
puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam 
ratus rupiah)  dengan cara mengganti kuitansi yang 
telah diterima dari Bendahara unit; 
 Bahwa rincian rekapitulasi dana yang ditagih oleh 
terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH. JABIR 
dari Rp. 57.663.600,- (Lima puluh tujuh juta  enam ratus 
enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)  adalah : 
1. Bendahara Kec.Mare
 Rp.12.443.92
5,- 
2. Bendahara SMA Neg.1 Mare Rp.  
2.675.950,- 
3. Bendahara SMP Neg.1 Mare Rp.  
2.907.800,- 
4. Bendahara SMP Neg.2 Mare  Rp.     
892.950,- 
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5. Bendahara SMP Neg.3 Mare Rp.     
575.550,- 
6. Bendahara Kec.Salomekko Rp.  
3.828.700,- 
7. Bendahara SMA Neg.1 Salomekko Rp.     
145.500,- 
8. Bendahara SMP Neg.2 Salomekko Rp.     
999.600,- 
9. Bendahara SMP Neg.3 Salomekko  Rp.  
1.221.900,- 
10. Bendahara SMP Neg.3 Salomekko Rp.     
900.000,- 
11. Bendahara Kec. Tonra Rp.  
4.137.900,- 
12. Bendahara SMA Neg.1 Tonra Rp.  
1.319.350,- 
13. Bendahara SMP Neg.1 Tonra Rp.  
1.032.700,- 
14. Bendahara SMP Neg. 2 Tonra Rp.     
601.900,- 
15. Bendahara Kec. Kajuara Rp. 
11.063.425,- 
16. Bendahara SMA Neg.1 Kajuara Rp.   
1.687.850,- 
17. Bendahara SMP Neg.1 Kajuara  Rp.   
1.500.750,- 
18. Bendahara SMP Neg. 2 Kajuara Rp.      
556.250,- 
19. Bendahara Kec. Pattimpeng Rp.   
5.379.750,- 
20. Bendahara SMP Neg. 1 Bontocani Rp.      
568.900,- 
21. Bendahara SMP Neg. 5 Watampone Rp.      
793.650,- 
22. Bendahara SMA Neg. 4 Watampone Rp.   
1.823.500,- 
23. Bendahara MTSn Watampone Rp.        
62.700,- 
24. Bendahara Man 1 Watampone Rp.      
111.750,- 
25. Bendahara Man.2 Watampone Rp.      
132.050,- 
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26. Bendahara MIN Mallari Watampone Rp.        
17.850,- 
27. Bendahara MIN Ulaweng Wtp. Rp.        
14.400,- 
28. Bendahara MIN Ajanglaleng Wtp. Rp.          
6.000,- 
29. Bendahara MIN Pattiro Bajo Wtp. Rp.        
28.350,- 
30. Bendahara MIN Walimpong Wtp. Rp.          
9.900,- 
31. Bendahara MIN Sailong Wtp. Rp.     
8.800,- 
32. Bendahara MIN Lapri Wtp. Rp.         
3.600,- 
33. Bendahara Syahbandar Bajoe Wtp. Rp.  
41.850,- 
34. Bendahara Pelabuhan Bajoe Rp.      
54.300,- 
35. Bendahara Pelabuhan Pattiro Bajo Rp.      
12.900,- 
36. Bendahara D.Kesejahteraan Sosial Rp.      
57.400,- 
37. Bendahara IPEDA/PBB Watampone Rp.      
43.950,- 
 Bahwa dana iuran korpri yang tidak disetor ke 
Bendahara Korpri Kabupaten oleh terdakwa 
A.ASNAYATI Binti HA.MUH.JABIR sebesar Rp. 
54.898.950,- (Lima puluh empat juta delapan ratus 
Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh). 
Dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk 
memenuhi keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa 
dana yang masih ada di tangan terdakwa sebesar Rp. 
22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah). 
 
Perbuatan terdakwa A.ASNAYATI Binti H.A.MUH.JABIR 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 374 KUHPidana. 
Atau 
Kedua : 
Bahwa terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH.JABIR 
dalam kurun waktu tertentu pada bulan September 2006 sampai 
dengan maret 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain 
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pada bulan September 2006 sampai dengan maret 2011 bertempat 
di Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Tonra, 
Kecamatan Kajuara, Kecamatan Pattimpeng, Kecamatan 
Bontocani, Watampone, Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Pattiro 
Bajo atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, 
melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau 
jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan  di 
atas terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH 
JABIR yang bekerja sebagai tenaga honorer pada 
Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri 
Kabupaten Bone. Dana yang terkumpul dari Bendahara 
Unit dari bulan September 2006 sampai dengan bulan 
Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 112.562.550,- (Seratus dua 
belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima 
puluh rupiah) tetapi yang disetorkan ke Bendahara 
Korpri Kabupaten hanya sebesar Rp. 57.663.600,- (Lima 
puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam 
ratus rupiah)  dengan cara mengganti kuitansi yang 
telah diterima dari Bendahara unit; 
 Bahwa rincian rekapitulasi dana yang ditagih oleh 
terdakwa ANDI ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH. JABIR 
dari Rp. 57.663.600,- (Lima puluh tujuh juta  enam ratus 
enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)  adalah : 
38. Bendahara Kec.Mare
 Rp.12.443.92
5,- 
39. Bendahara SMA Neg.1 Mare Rp.  
2.675.950,- 
40. Bendahara SMP Neg.1 Mare Rp.  
2.907.800,- 
41. Bendahara SMP Neg.2 Mare  Rp.     
892.950,- 
42. Bendahara SMP Neg.3 Mare Rp.     
575.550,- 
43. Bendahara Kec.Salomekko Rp.  
3.828.700,- 
44. Bendahara SMA Neg.1 Salomekko Rp.     
145.500,- 
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45. Bendahara SMP Neg.2 Salomekko Rp.     
999.600,- 
46. Bendahara SMP Neg.3 Salomekko  Rp.  
1.221.900,- 
47. Bendahara SMP Neg.3 Salomekko Rp.     
900.000,- 
48. Bendahara Kec. Tonra Rp.  
4.137.900,- 
49. Bendahara SMA Neg.1 Tonra Rp.  
1.319.350,- 
50. Bendahara SMP Neg.1 Tonra Rp.  
1.032.700,- 
51. Bendahara SMP Neg. 2 Tonra Rp.     
601.900,- 
52. Bendahara Kec. Kajuara Rp. 
11.063.425,- 
53. Bendahara SMA Neg.1 Kajuara Rp.   
1.687.850,- 
54. Bendahara SMP Neg.1 Kajuara  Rp.   
1.500.750,- 
55. Bendahara SMP Neg. 2 Kajuara Rp.      
556.250,- 
56. Bendahara Kec. Pattimpeng Rp.   
5.379.750,- 
57. Bendahara SMP Neg. 1 Bontocani Rp.      
568.900,- 
58. Bendahara SMP Neg. 5 Watampone Rp.      
793.650,- 
59. Bendahara SMA Neg. 4 Watampone Rp.   
1.823.500,- 
60. Bendahara MTSn Watampone Rp.        
62.700,- 
61. Bendahara Man 1 Watampone Rp.      
111.750,- 
62. Bendahara Man.2 Watampone Rp.      
132.050,- 
63. Bendahara MIN Mallari Watampone Rp.        
17.850,- 
64. Bendahara MIN Ulaweng Wtp. Rp.        
14.400,- 
65. Bendahara MIN Ajanglaleng Wtp. Rp.          
6.000,- 
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66. Bendahara MIN Pattiro Bajo Wtp. Rp.        
28.350,- 
67. Bendahara MIN Walimpong Wtp. Rp.          
9.900,- 
68. Bendahara MIN Sailong Wtp. Rp.     
8.800,- 
69. Bendahara MIN Lapri Wtp. Rp.         
3.600,- 
70. Bendahara Syahbandar Bajoe Wtp. Rp.  
41.850,- 
71. Bendahara Pelabuhan Bajoe Rp.      
54.300,- 
72. Bendahara Pelabuhan Pattiro Bajo Rp.      
12.900,- 
73. Bendahara D.Kesejahteraan Sosial Rp.      
57.400,- 
74. Bendahara IPEDA/PBB Watampone Rp.      
43.950,- 
 Bahwa dana iuran korpri yang tidak disetor ke 
Bendahara Korpri Kabupaten oleh terdakwa 
A.ASNAYATI Binti HA.MUH.JABIR sebesar Rp. 
54.898.950,- (Lima puluh empat juta delapan ratus 
Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh). 
Dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk 
memenuhi keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa 
dana yang masih ada di tangan terdakwa sebesar Rp. 
22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah). 
 
Perbuatan terdakwa A.ASNAYATI Binti H.A.MUH.JABIR 
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 372 KUHPidana. 
C.Tuntutan 
1.Mencocoki Rumusan Delik 
Jaksa Penuntut Umum memberikan pembuktian mengenai 
unsur-unsur yang didakwakan yaitu: 
Pasal 374 KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut : 
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1.Barangsiapa 
2.Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak 
3.Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam tangannya 
bukan karena kejahatan  
4.Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung 
dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia 
mendapat upah uang untuk itu. 
Ad.1 Barangsiapa 
Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang 
merupakan subjek hukum yakni Terdakwa ANDI ASNAYATI 
S.Pd Binti MUH.JABIR yang diajukan dalam persidangan ini 
didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa 
selaku subjek hukum. 
Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan. 
Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak  
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan A.M. 
HIDAYAT PANANRANG BIN H.PANANRANGI, 
Drs.H.KARNENI Bin BEDDUMANG, A.PATAJANGI S.Pd Bin 
A.POTO, Hj.SITI MARYAM S.Pd Binti BEDDU, HAJERAH 
TASSA S.Pd Binti TASSA, ARUFUDDIN BIN SULTAN, 
JAHARUDDIN S.Pd. BIN DAGA, A.SUPARDI S.SOS BIN 
A.SINRANG, Drs.MUH.ILHAK BIN ABD. KADIR, DINA 
RANGAN Binti  METTA, SYAHRUDDIN BIN ANWAR, 
MUH.AMIR K. BIN KATUO, ASFIDA S.Pd Binti A.AHMAD, 
A.GUNTUR S.Pd, HILMIATI Binti ABD.HALIM, IDRIS S.E BIN 
BEDDU, AMIR TAHIR S.Sos BIN ABD.RAHMAN, RUKAYA 
Binti KAHARUDDIN, MUSTAFENG S.Pd BIN H.DG. 
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MAJEPPU, WAHAB M. S.Sos BIN MAJUDDIN, A.MUH.GAIS 
SP BIN A.MAPPANGIU, NATALIA Bsw BINTI ARUNG ALLO, 
AGUSTAN S.Ag BIN MADE AMING, M.AKIB BIN 
MUHAMMAD, MUH.ADAM S.Ag. BIN H.MUH.YAHYA, 
NURLINA Binti H.ABD HAFID YAHYA, MUH.TAHIR BIN 
NUHUNG, NURJANNAH Binti DARWIS, GUSNAWATI Binti 
AMBANG, HASNIAH Binti TOLA, TAMIRA S.Ag Binti KASSE, 
ANASRUDDIN S.Pd BIN ABD. JABBAR, Hj.SAMIRAH Binti 
H.YARA, SITTI MANYATIH S.Pd. Binti H.RAPPE, YUSRAN 
BIN SYAF, ASIA S. Binti SERE, Hj.RADI S.E. Binti H.MASE 
ALA, A.NUGRAHA PRAWIRA JUANDA Alias A.JUANDA BIN 
M.TAKDIR, IMRAN DAHLAN BIN DAHLAN, MUH.SALEH 
KILE, S.H.,M.H. BIN KILE, H.A. AMRULLAH AMAL S.H. dan 
keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk 
bahwa pada hari pada bulan September 2006 sampai dengan 
maret 2011, terdakwa A.ASNAYATI S.Pd BIN A.MUH.JABIR 
yang bekerja sebagai honorer Sekertariat Dewan Pengurus 
Kabupaten (DPK) Korpri Kab.Bone yang diberi tugas menagih 
uang korpri Bendahar Unit yang  ada di Kabupaten Bone. Dana 
yang terkumpul dari bendahara unit dari bulan September 2006 
s/d bulan Juli 2010  sebesar Rp 112.562.550,- tetapi yang 
disetor ke bendahara korpri kabupaten hanya sebesar Rp 
57.663.600. Dana iuran korpri yang terdakwa tagih dari bulan 
Januari 2008 s/d Desember 2010  yang terdiri dari 19 
bendahara dan semuanya tidak terdakwa setor ke bendahara 
kab.bone dengan cara mengganti kuitansi yang telah diterima 
dari bendahar unit. Dana yang tidak disetor terdakwa  sebesar 
Rp.54.898.950,- dan digunakan terdakwa untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi terdakwa, sisa dana yang masih ditangan 
terdakwa sebesar Rp 22.000.000. 
Dengan demikian Dengan sengaja memiliki dengan melawan 
hak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Ad.3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam tangannya 
bukan karena kejahatan  
Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan A.M. 
HIDAYAT PANANRANG BIN H.PANANRANGI, 
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Drs.H.KARNENI Bin BEDDUMANG, A.PATAJANGI S.Pd Bin 
A.POTO, Hj.SITI MARYAM S.Pd Binti BEDDU, HAJERAH 
TASSA S.Pd Binti TASSA, ARUFUDDIN BIN SULTAN, 
JAHARUDDIN S.Pd. BIN DAGA, A.SUPARDI S.SOS BIN 
A.SINRANG, Drs.MUH.ILHAK BIN ABD. KADIR, DINA 
RANGAN Binti  METTA, SYAHRUDDIN BIN ANWAR, 
MUH.AMIR K. BIN KATUO, ASFIDA S.Pd Binti A.AHMAD, 
A.GUNTUR S.Pd, HILMIATI Binti ABD.HALIM, IDRIS S.E BIN 
BEDDU, AMIR TAHIR S.Sos BIN ABD.RAHMAN, RUKAYA 
Binti KAHARUDDIN, MUSTAFENG S.Pd BIN H.DG. 
MAJEPPU, WAHAB M. S.Sos BIN MAJUDDIN, A.MUH.GAIS 
SP BIN A.MAPPANGIU, NATALIA Bsw BINTI ARUNG ALLO, 
AGUSTAN S.Ag BIN MADE AMING, M.AKIB BIN 
MUHAMMAD, MUH.ADAM S.Ag. BIN H.MUH.YAHYA, 
NURLINA Binti H.ABD HAFID YAHYA, MUH.TAHIR BIN 
NUHUNG, NURJANNAH Binti DARWIS, GUSNAWATI Binti 
AMBANG, HASNIAH Binti TOLA, TAMIRA S.Ag Binti KASSE, 
ANASRUDDIN S.Pd BIN ABD. JABBAR, Hj.SAMIRAH Binti 
H.YARA, SITTI MANYATIH S.Pd. Binti H.RAPPE, YUSRAN 
BIN SYAF, ASIA S. Binti SERE, Hj.RADI S.E. Binti H.MASE 
ALA, A.NUGRAHA PRAWIRA JUANDA Alias A.JUANDA BIN 
M.TAKDIR, IMRAN DAHLAN BIN DAHLAN, MUH.SALEH 
KILE, S.H.,M.H. BIN KILE, H.A. AMRULLAH AMAL S.H. dan 
keterangan terdakwa sendiri serta didukung adanya petunjuk 
bahwa pada hari pada bulan September 2006 sampai dengan 
maret 2011, terdakwa A.ASNAYATI S.Pd BIN A.MUH.JABIR 
yang bekerja sebagai honorer Sekertariat Dewan Pengurus 
Kabupaten (DPK) Korpri Kab.Bone yang diberi tugas menagih 
uang korpri Bendahar Unit yang  ada di Kabupaten Bone. Dana 
yang terkumpul dari bendahara unit dari bulan September 2006 
s/d bulan Juli 2010  sebesar Rp 112.562.550,- tetapi yang 
disetor ke bendahara korpri kabupaten hanya sebesar Rp 
57.663.600 
Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu 
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena 
ia mendapat upah uang. 
Bahwa pada bulan September 2006 sampai dengan Maret 
2011, Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti A.MUH.JABIR Staf 
66 
Honorer Korpri Kab.Bone sejak tahun 1998 sampai dengan 
sekarang dengan Surat Keputusan Sekda Kabupaten Bone 
selaku Ketua Korpri dengan Nomor : Kep-15/PENG-
KORPRI/XII/1998 yang diberi tugas menagih uang korpri 
bendahara unit yang ada di Kabupaten Bone. Dan untuk 
pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat honor. 
Dengan demikian unsur Dilakukan oleh orang yang memegang 
barang itu berhubung dengan pekerjannya atau jabatannya 
atau karena ia mendapat upah uang terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 
KUHPidana, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai 
dengan perbuatannya. 
2.Isi Tuntutan Jaksa 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 
1.Menyatakan terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti 
H.A.MUH.JABIR bersalah melakukan tindak pidana 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang 
barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya 
atau karena ia mendapat upah uang. Sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana 
2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana 
penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara. 
3.Menyatakan Barang bukti berupa : 
- 379 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan) lembar bukti 
penyetoran kuitansi dana iuran korpri dari masing-masing 
Bendahara Unit pengurus Korpri Kab.Bone kepada Terdakwa 
A.ASNAYATI S.Pd Binti H.A.MUH JABIR 
- 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) lembar kuitansi 
penyetoran Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti 
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H.A.MUH.JABIR sebagai bukti penyetoran terdakwa ke 
Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) lembar kuitansi 
penerimaan terdakwa sebagai bukti yang tidak disetorkan 
dana ke Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- Uang Tunai sebanyak Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta 
Rupiah). 
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pengurus korpri 
kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-
KORPRI/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998. 
- 1 (satu) buah buku Catatan Pengeluaran 
Dikembalikan ke Bendahara DPK Kab.Bone 
4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1000,- (Seribu Rupiah). 
D.Komentar Penulis 
Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa 
dengan dakwaan altenative kesatu dengan Pasal 374 mengenai 
penggelapan dengan pemberatan dan kedua dengan Pasal 372 
mengenai penggelapan pokok. Menurut penulis jaksa lebih memilih 
menggunakan dakwaan alternative dibandingkan dengan dakwaan 
primer dengan Pasal 374 dikarenakan jaksa berpikir bahwa apabila 
yang didakwakan hanya Pasal 374 saja dimana yang menjadi 
pokok pasal adalah “penggelapan karena ada hubungan pekerjaan 
atau jabatan atau mendapat upah uang”, kemudian di pengadilan 
nantinya ternyata tidak terbukti bahwa adanya “hubungan 
pekerjaan atau jabatan atau mendapat upah uang” maka terdakwa 
bisa saja lepas dari tuntutan oleh karena bukti awal yang didapat 
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jaksa belum cukup untuk memastikan bahwa terdakwa hanya perlu 
di dakwakan Pasal 374 saja maka untuk menghindarkan terdakwa 
lepas dari tuntutan maka jaksa memilih dakwaan alternative. 
Menurut penulis keputusan jaksa menggunakan dakwaan 
alternative sudah tepat, dakwaan jaksa penuntut umum menjadi 
sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi 
bingkai hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa 
artinya hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang 
didakwakan jaksa, hakim tidak memiliki kewenangan untuk 
memeriksa dan memutus diluar dari yang di dakwakan oleh jaksa, 
bila kemudian dakwaan itu ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya 
maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala 
tuntutan. Oleh karena itu jaksa harus cermat dan teliti dalam 
menerapakan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya 
agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum. 
Dalam kasus ini jaksa seharusnya juga meninjau pasal 3 UU 
PTPK dengan rumusan  
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Karena Menurut penulis 
pasal ini harusnya lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus ini 
karena kasus ini menurut penulis memenuhi rumusan delik Pasal 3 
UU PTPK ini. Adapaun unsur-unsur dalam rumusan Pasal 3 UU 
PTPK ini yaitu: 
1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara 
Dalam kasus ini unsur “Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ 
disini telah terpenuhi terdakwa diketahui menyalahgunakan 
kewengan yang diberikan dengan maksud untuk mendapatkan 
keuntungan bagi dirinya sendiri dengn menggunakan uang hasil 
penggelapannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 
sendiri. Unsur kedua “”menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan”, dalam kasus ini terdakwa diketahui diberi wewenang 
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untuk menjalankan jabatan sebagai kolektor Korpri Bone yang 
ditunjukkan dengan adanya surat keputusan pengurus korpri 
kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-KORPRI/XII/1998 
tanggal 23 Desember 1998. Kemudian unsur selanjutnya mengenai 
unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara” dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh 
terdakwa dalam lingkup Korpri yang dimana modal korpri salah 
satunya berasal dari APBD sehingga secara tidak langsung akan 
dapat  menimbulkan kerugian negara akibat adanya 
penyalahgunaan kewenangan dengan menggelapkan uang iuran 
korpri ini.  
Dari penjelasan diatas penulis berpendapat  bahwa kasus ini 
lebih tepat jika terdakwa didakwakan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No.83/ Pid.B/2012/ 
PN.Wtp 
A. Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, 
penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan yaitu A.M. HIDAYAT PANANRANG BIN 
H.PANANRANGI, Drs.H.KARNENI Bin BEDDUMANG, 
A.PATAJANGI S.Pd Bin A.POTO, Hj.SITI MARYAM S.Pd Binti 
BEDDU, HAJERAH TASSA S.Pd Binti TASSA, ARUFUDDIN BIN 
SULTAN, JAHARUDDIN S.Pd. BIN DAGA, A.SUPARDI S.SOS 
BIN A.SINRANG, Drs.MUH.ILHAK BIN ABD. KADIR, DINA 
RANGAN Binti  METTA, SYAHRUDDIN BIN ANWAR, MUH.AMIR 
K. BIN KATUO, ASFIDA S.Pd Binti A.AHMAD, A.GUNTUR S.Pd, 
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HILMIATI Binti ABD.HALIM, IDRIS S.E BIN BEDDU, AMIR TAHIR 
S.Sos BIN ABD.RAHMAN, RUKAYA Binti KAHARUDDIN, 
MUSTAFENG S.Pd BIN H.DG. MAJEPPU, WAHAB M. S.Sos BIN 
MAJUDDIN, A.MUH.GAIS SP BIN A.MAPPANGIU, NATALIA Bsw 
BINTI ARUNG ALLO, AGUSTAN S.Ag BIN MADE AMING, 
M.AKIB BIN MUHAMMAD, MUH.ADAM S.Ag. BIN 
H.MUH.YAHYA, NURLINA Binti H.ABD HAFID YAHYA, 
MUH.TAHIR BIN NUHUNG, NURJANNAH Binti DARWIS, 
GUSNAWATI Binti AMBANG, HASNIAH Binti TOLA, TAMIRA 
S.Ag Binti KASSE, ANASRUDDIN S.Pd BIN ABD. JABBAR, 
Hj.SAMIRAH Binti H.YARA, SITTI MANYATIH S.Pd. Binti 
H.RAPPE, YUSRAN BIN SYAF, ASIA S. Binti SERE, Hj.RADI 
S.E. Binti H.MASE ALA, A.NUGRAHA PRAWIRA JUANDA Alias 
A.JUANDA BIN M.TAKDIR, IMRAN DAHLAN BIN DAHLAN, 
MUH.SALEH KILE, S.H.,M.H. BIN KILE, H.A. AMRULLAH AMAL 
S.H. 
Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
- 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) lembar kuitansi 
penyetoran Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti 
H.A.MUH.JABIR sebagai bukti penyetoran terdakwa ke 
Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) lembar kuitansi 
penerimaan terdakwa sebagai bukti yang tidak disetorkan 
dana ke Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- Uang Tunai sebanyak Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta 
Rupiah). 
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pengurus korpri 
kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-
KORPRI/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998. 
- 1 (satu) buah buku Catatan Pengeluaran 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang 
diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai 
berikut : 
- Bahwa benar terdakwa dalam kurun waktu tertentu pada  
bulan September 2006 sampai dengan maret 2011 2011 
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bertempat di Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko, 
Kecamatan Tonra, Kecamatan Kajuara, Kecamatan 
Pattimpeng, Kecamatan Bontocani, Watampone, 
Pelabuhan Bajoe dan Pelabuhan Pattiro Bajo atau 
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri 
Watampone melakukan penggelapan uang iuran korpri. 
- Bahwa benar terdakwa diberi tugas oleh DPK Korpri 
Bone untuk menagih iuran korpri dari Bendahara Unit 
yang ada di Kabupaten Bone 
- Bahwa benar dana iuran yang terdakwa kumpulkan dari 
Bendahara Unit dari bulan September 2006 sampai 
dengan bulan juli 2010 yaitu sebesar Rp. 112.562.550,- 
(Seratus dua belas juta lima ratus enam puluh dua lima 
ratus lima puluh rupiah) 
- Bahwa benar terdakwa hanya menyetor uang iuran korpri 
sebesar Rp. 57.663.600,- (Lima puluh tujuh juta enam 
ratus enam puluh tiga enam ratus rupiah) dari 
penerimaan seluruhnya dari bendahara unit sebesar Rp. 
112.562.550,- (Seratus dua belas juta lima ratus enam 
puluh dua lima ratus lima puluh rupiah) 
- Bahwa benar dana iuran korpri yang tidak disetor 
terdakwa ke Bendahara Korpri Kabupaten sebesar Rp. 
54.898.950,- (Lima puluh empat juta delapan ratus 
Sembilan puluh delapan Sembilan ratus lima puluh) 
- Bahwa benar terdakwa mengganti kuitansi yang telah 
diterima dari bendahara unit dengan kuitansi lain untuk 
mengubah jumlah dana iuran yang diterima dari 
bendahara unit. 
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang iuran korpri 
yang tidak disetor untuk kepentingan pribadi terdakwa. 
- Bahwa benar terdakwa masih memiliki sisa dana 
ditangannya sebesar  Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua 
juta rupiah) 
Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum diatas,  
selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa 
telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut 
umum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dibacakan pada persidangan tanggal, 16 April 2012 bahwa 
terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang 
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itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia 
mendapat upah uang sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan 
alternative penuntut umum. 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara 
Alternativ yang ditandai dengan kata “atau” maka hakim 
sependapat dengan penuntut umum bahwa sesuai fakta 
persidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama  pasal 374 
KUHPidana 
Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dihukum dengan 
ketentuan pidana ini maka perbuatan terdakwa sebagaiman telah 
diuraikan dalam fakta hukum diatas harus memenuhi unsur-unsur 
sebagaimana berikut : 
1.Barangsiapa 
2.Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak 
3.Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam tangannya 
bukan karena kejahatan  
4.Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung 
dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia 
mendapat upah uang untuk itu. 
Ad.1 Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud barangsiapa 
adalah subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti 
dipersidangan ternyata benar bahwa identitas yang 
disebutkan dalam dakwaan adalah terdakwa ANDI 
ASNAYATI S.Pd Binti  H.A.MUH.JABIR, dimana selama 
persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik dan 
psikis adalah sempurna dan sehat dapat 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku 
subjek hukum. Bahwa oleh karena itu unsur kesatu dakwaan 
telah terpenuhi menurut hukum. 
Ad.2 Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak 
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Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti 
berdasarkan keterangan-keterangan saksi A.M. HIDAYAT 
PANANRANG BIN H.PANANRANGI, Drs.H.KARNENI Bin 
BEDDUMANG, A.PATAJANGI S.Pd Bin A.POTO, Hj.SITI 
MARYAM S.Pd Binti BEDDU, HAJERAH TASSA S.Pd Binti 
TASSA, ARUFUDDIN BIN SULTAN, JAHARUDDIN S.Pd. 
BIN DAGA, A.SUPARDI S.SOS BIN A.SINRANG, 
Drs.MUH.ILHAK BIN ABD. KADIR, DINA RANGAN Binti  
METTA, SYAHRUDDIN BIN ANWAR, MUH.AMIR K. BIN 
KATUO, ASFIDA S.Pd Binti A.AHMAD, A.GUNTUR S.Pd, 
HILMIATI Binti ABD.HALIM, IDRIS S.E BIN BEDDU, AMIR 
TAHIR S.Sos BIN ABD.RAHMAN, RUKAYA Binti 
KAHARUDDIN, MUSTAFENG S.Pd BIN H.DG. MAJEPPU, 
WAHAB M. S.Sos BIN MAJUDDIN, A.MUH.GAIS SP BIN 
A.MAPPANGIU, NATALIA Bsw BINTI ARUNG ALLO, 
AGUSTAN S.Ag BIN MADE AMING, M.AKIB BIN 
MUHAMMAD, MUH.ADAM S.Ag. BIN H.MUH.YAHYA, 
NURLINA Binti H.ABD HAFID YAHYA, MUH.TAHIR BIN 
NUHUNG, NURJANNAH Binti DARWIS, GUSNAWATI Binti 
AMBANG, HASNIAH Binti TOLA, TAMIRA S.Ag Binti 
KASSE, ANASRUDDIN S.Pd BIN ABD. JABBAR, 
Hj.SAMIRAH Binti H.YARA, SITTI MANYATIH S.Pd. Binti 
H.RAPPE, YUSRAN BIN SYAF, ASIA S. Binti SERE, 
Hj.RADI S.E. Binti H.MASE ALA, A.NUGRAHA PRAWIRA 
JUANDA Alias A.JUANDA BIN M.TAKDIR, IMRAN DAHLAN 
BIN DAHLAN, MUH.SALEH KILE, S.H.,M.H. BIN KILE, H.A. 
AMRULLAH AMAL S.H. dan keterangan terdakwa sendiri 
bahwa ternyata terdakwa dari bulan September 2006 sampai 
dengan maret 2011 yang bekerja sebagai tenaga kerja 
honorer di sekertariat DPK Korpri Kab.Bone yang ditugaskan 
menagih uang korpri dari bendahara unit yang ada di 
kabupaten bone. Dana yang terkumpul dari bendahara unit 
dari bulan September 2006 s/d bulan Juli 2010  sebesar Rp 
112.562.550,- tetapi yang disetor ke bendahara korpri 
kabupaten hanya sebesar Rp 57.663.600.- sedangkan 
sisanya yang sebesar Rp. 54.898.950,-  digunakan terdakwa 
sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dengan 
cara mengganti kuitansi yang telah diterima dari Bendahara 
Unit. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa menghendaki  
untuk memiliki uang tersebut  yang dimana terdakwa 
mengetahui bahwa uang itu bukanlah haknya melainkan hak 
dari Korpri Kab.Bone. 
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Ad.3 Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya 
termasuk kepunyaan orang lain dan ada dalam 
tangannya bukan karena kejahatan 
Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti 
berdasarkan keterangan-keterangan saksi A.M. HIDAYAT 
PANANRANG BIN H.PANANRANGI, Drs.H.KARNENI Bin 
BEDDUMANG, A.PATAJANGI S.Pd Bin A.POTO, Hj.SITI 
MARYAM S.Pd Binti BEDDU, HAJERAH TASSA S.Pd Binti 
TASSA, ARUFUDDIN BIN SULTAN, JAHARUDDIN S.Pd. 
BIN DAGA, A.SUPARDI S.SOS BIN A.SINRANG, 
Drs.MUH.ILHAK BIN ABD. KADIR, DINA RANGAN Binti  
METTA, SYAHRUDDIN BIN ANWAR, MUH.AMIR K. BIN 
KATUO, ASFIDA S.Pd Binti A.AHMAD, A.GUNTUR S.Pd, 
HILMIATI Binti ABD.HALIM, IDRIS S.E BIN BEDDU, AMIR 
TAHIR S.Sos BIN ABD.RAHMAN, RUKAYA Binti 
KAHARUDDIN, MUSTAFENG S.Pd BIN H.DG. MAJEPPU, 
WAHAB M. S.Sos BIN MAJUDDIN, A.MUH.GAIS SP BIN 
A.MAPPANGIU, NATALIA Bsw BINTI ARUNG ALLO, 
AGUSTAN S.Ag BIN MADE AMING, M.AKIB BIN 
MUHAMMAD, MUH.ADAM S.Ag. BIN H.MUH.YAHYA, 
NURLINA Binti H.ABD HAFID YAHYA, MUH.TAHIR BIN 
NUHUNG, NURJANNAH Binti DARWIS, GUSNAWATI Binti 
AMBANG, HASNIAH Binti TOLA, TAMIRA S.Ag Binti 
KASSE, ANASRUDDIN S.Pd BIN ABD. JABBAR, 
Hj.SAMIRAH Binti H.YARA, SITTI MANYATIH S.Pd. Binti 
H.RAPPE, YUSRAN BIN SYAF, ASIA S. Binti SERE, 
Hj.RADI S.E. Binti H.MASE ALA, A.NUGRAHA PRAWIRA 
JUANDA Alias A.JUANDA BIN M.TAKDIR, IMRAN DAHLAN 
BIN DAHLAN, MUH.SALEH KILE, S.H.,M.H. BIN KILE, H.A. 
AMRULLAH AMAL S.H. dan keterangan terdakwa sendiri 
bahwa ternyata terdakwa dari bulan September 2006 sampai 
dengan maret 2011 yang bekerja sebagai tenaga kerja 
honorer di sekertariat DPK Korpri Kab.Bone yang ditugaskan 
menagih uang korpri dari bendahara unit yang ada di 
kabupaten bone. Dana yang terkumpul dari bendahara unit 
dari bulan September 2006 s/d bulan Juli 2010  sebesar Rp 
112.562.550,- tetapi yang disetor ke bendahara korpri 
kabupaten hanya sebesar Rp 57.663.600.- sedangkan 
sisanya yang sebesar Rp. 54.898.950,-  digunakan terdakwa 
sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dengan 
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cara mengganti kuitansi yang telah diterima dari Bendahara 
Unit 
Menimbang fakta persidangan bahwa yang digelapkan 
oleh terdakwa adalah barang berupa uang sebesar Rp. 
54.898.950,- yang merupakan milik dari Korpri Kab.Bone 
yang berasal dari hasil penagihan uang iuran korpri 
bendahara unit di kabupaten Bone, jadi perbuatan terdakwa 
telah terbukti memenuhi unsur “Sesuatu barang yang 
sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain 
dan ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” 
Ad.4 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu 
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau 
karena ia mendapat upah uang 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan 
terdakwa pada bulan September 2006 sampai dengan Maret 
2011, Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti H.A.MUH.JABIR 
Staf Honorer Korpri Kab.Bone sejak tahun 1998 sampai 
dengan sekarang dengan Surat Keputusan Sekda 
Kabupaten Bone selaku Ketua Korpri dengan Nomor : Kep-
15/PENG-KORPRI/XII/1998 tanggal 1998 dan diberi tugas 
oleh ketua DPK Korpri bone untuk menagih uang korpri 
bendahara unit yang ada di kabupaten bone dan untuk 
pekerjannya tersebut terdakwa mendapat honor. 
Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh orang yang 
memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau 
jabatannya atu karena ia mendapat upah uang sudah 
terbukti secara sah dan meyakinkan.” 
Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari 
dakwaan alternative kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam dan 
diatur dalam pasal 374 KUHPidana. 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak 
akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut dibuat dalam 
bentuk dakwaan alternative dimana apabila salah satu pasal yang 
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didakwakan telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak 
dipertimbangkan lagi. 
Menimbang bahwa oleh karena  terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan 
tidak ada fakta yang membuktikan adanya alasan penghapusan 
pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka 
terhadap  terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana 
akan ditentukan dalam amar putusan ini : 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi syarat yang 
ditentukan Undang-undang untuk ditahan maka Majeli Hakim 
memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka 
lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang akan dijatuhkan 
terhadapnya. 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 
 - 379 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan) lembar bukti 
penyetoran kuitansi dana iuran korpri dari masing-masing 
Bendahara Unit pengurus Korpri Kab.Bone kepada Terdakwa 
A.ASNAYATI S.Pd Binti H.A.MUH JABIR 
- 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) lembar kuitansi 
penyetoran Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti 
H.A.MUH.JABIR sebagai bukti penyetoran terdakwa ke 
Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) lembar kuitansi 
penerimaan terdakwa sebagai bukti yang tidak disetorkan 
dana ke Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- Uang Tunai sebanyak Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta 
Rupiah). 
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pengurus korpri 
kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-
KORPRI/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998. 
- 1 (satu) buah buku Catatan Pengeluaran 
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Dikembalikan ke Bendahara DPK Kab.Bone 
Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan paa diri dan perbuatan 
terdakwa 
Hal yang memberatkan : 
   -Terdakwa menggelapkan uang berhubung karena ada hubungan 
kerja atau pekerjaan atau mendapat upah uang 
Hal yang meringankan : 
-Terdakwa bersikap sopan selama persidangan 
-Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan 
menyesalinya 
-Selama terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai kolektor 
tidak pernah ada uang transport atau uang makan sehingga 
sebagian uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk uang 
makan dan uang transport. 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti 
bersalah maka terdakwa akan dibebani untuk membayar ongkos 
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini 
Mengingat pasal 374 KUHPidana, undang-undang Nomor 8 
tahun1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan-
undangan lain yang berkaitan ; 
B.Amar Putusan 
MENGADILI 
1. Menyatakan ANDI ASNAYATI S.Pd Binti H.A.MUH.JABIR telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana : “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang 
menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) bulan 
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3.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan 
5.Memerintahkan barang bukti berupa: 
- 379 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan) lembar bukti 
penyetoran kuitansi dana iuran korpri dari masing-masing 
Bendahara Unit pengurus Korpri Kab.Bone kepada Terdakwa 
A.ASNAYATI S.Pd Binti H.A.MUH JABIR 
- 342 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua) lembar kuitansi 
penyetoran Terdakwa A.ASNAYATI S.Pd Binti 
H.A.MUH.JABIR sebagai bukti penyetoran terdakwa ke 
Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) lembar kuitansi 
penerimaan terdakwa sebagai bukti yang tidak disetorkan 
dana ke Bendahara DPK Korpri Kab.Bone. 
- Uang Tunai sebanyak Rp.22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta 
Rupiah). 
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pengurus korpri 
kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-
KORPRI/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998, 1 (satu) buah 
buku Catatan Pengeluaran, masing-masing dikembalikan ke 
Bendahara DPK Kabupaten Bone 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara      
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) 
C.Komentar Penulis 
Dalam putusan No.83/PidB2012/PN.Wtp hakim memutus 
terdakwa A.ASNAYATI S.Pd dengan 3 bulan penjara, 1 bulan lebih 
rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut pendapat 
penulis hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan jika 
dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat 
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dalam Pasal 374 yaitu 5 tahun penjara, pidana yang ringan ini 
ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada 
terdakwa dan juga kepada teman-teman seprofesi terdakwa namun 
hal itu menjadi keputusan dari rasa keadilan hakim. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan 
hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang 
saling bersesuaian. Pasal 374 yang di tuntut oleh jaksa 
berdasarkan fakta persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi Lalu 
kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban 
pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang 
timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa 
sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk 
mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan 
pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan 
penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
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Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu 
penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja atau  pekerjaan 
atau mendapat upah uang antara terdakwa instansi tempat 
terdakwa bekerja di KORPRI Dan hal-hal yang meringankan yaitu : 
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan 
-Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan 
menyesalinya 
- Selama terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai kolektor 
tidak pernah ada uang transport atau uang makan sehingga 
sebagian uang yang digelapkan tersebut digunakan untuk uang 
makan dan uang transport. 
Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Penulis, syarat 
pemidanaan dalam kasus yang diteliti Penulis tersebut telah 
terpenuhi. Kesimpulan yang dibuat Penulis didasarkan pada : 
1. Perbuatan Terdakwa. 
- Memenuhi unsur delik; 
- Melawan hukum; 
- Tidak ada alasan pembenar. 
2.  Terdakwa. 
-  mampu bertanggungjawab; 
-  terdapat unsur kesalahan; 
- tidak ada alasan pemaaf. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 
83/Pid.B/2012/PN.Mks. menurut pendapat penulis kurang tepat. 
Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan alternatif yaitu 
dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP, dan dakwaan kedua Pasal 372 
KUHP. diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah Pasal 374 KUHP. Walaupun terbukti namun 
menurut penulis penerapan pasal 374 kurang tepat untuk dipakai 
dalam dakwaan jaksa penuntut umum, akan lebih baik jika Jaksa 
mempertimbangkan untuk melihat kasus ini sebagai tindak pidana 
korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan seperti yang 
dirumuskan dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
2.  Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam 
putusan No. 83/Pid.B./2012/PN.Wtp menurut hemat Penulis sudah 
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang 
dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada 
sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus 
yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah 
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keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur 
melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
 B.Saran 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam 
menerapakan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar 
bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain 
itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang 
hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, 
melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan 
dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
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saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana 
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